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PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG

DI KEMENTERIAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAtr,
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3.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201,4

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/D aerah, diafitr bahwa

Menteri selaku Pengguna Barang berwenang menetapkan Kuasa

Peflgguna Barang dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Penrbangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas);

bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara di

Kementerian PPN/Bappenas sebaga\mana dimaksud dalam huruf a,

perlu ditetapkan Pejabat Kuasa PenSSuna Barang di Ketnenterian

PPN/Bappenas;

bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini

dianggap man.rpu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Kuasa

Pengguna Barang di Kementerian PPN/Bappenas;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Petbendahataan

NeSara;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentanS Tata Cera

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2078;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2O'14 tentan8 PenSelolaan

Barang Milik Negara/ Daeruh;

4. Petatatan
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian NeSara;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahtn 2015 tentang Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasionall

Petatnran Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah

dengan Perahtran Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Peratutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2076

tentanS Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

P embangunan Nasional / Badan P erencanaan P embangunan Nasional,

sebagaimana telah ditbah dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

Badan Perencanan Penrbangrnan Nasional Nomor 5 Tahun 2076

tentanS Perenc anaan, PeTaksanaan, Pelaporan, Penlantau n dan

Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPAI-A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PENGANGKATAN PqJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI

KXMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
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Menetapkan

PERTAMA: ...
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PERTAMA

KEDUA

Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Barang Kemente rian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Petencanaan Pembangunan Nasional:

a. Satuan Kerja Kantor Menteri Neg ara PPN / Bappenas

Nama : Thohir Afandi, S.Pd, MPA

Jabatan : Kepala Biro Umum

NIP :7969O227 799703 7 OO2

Gol :IY/c
b. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC

Nama : Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com

Jabatan : Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral

NIP :19770204 199503 1 00

Gol :lY/c
c. Satuan Kerja Majelis W ali Amanat Dana Perubahan Iklim

Indonesia/ICCTF

Nama : Dr. Ir. Arifin Rldiyanto, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Kemarifiman dan Sumber Daya Alam

NIP :79677072 198611 1001

Gol : lY /e

d. Satuan Kerja KNKS

Nama :lr.Bambang Prijambodo, MA

Jabatan : Deputi Bidang Ekonomi

NIP : 19600930 198811 1001

Gol :lY/e
Pejabat Kuasa Pengguna Barang Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana

dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, bertug as danberwenan1i

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik
Negara untuk Kementerian / lnmbaga yang dipimpinnya;

b. melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undanganl

c. men} itkan permohonan penetapan status PenSSunaan Barang

Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola

Barung;

d. rnengglunakan Barang Milik Negara yang berada dalam

pengvasaar]nya untuk kepentingan penyelengg ataan fiigas dan

funSsi Kementerian PPN/Bappenas;

e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada

dalam penguasaannya;

f. mengajukan ...
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mengajukan usul Pemanfaatan B^rang Milik Negara yang berada

d alam p e nguasaanny a kep ada Pengelola Barang ;

mengajukan usul Pemindahtanganan Bar.ang Milik Negara yang

berada dalam penstTasaannya kepada Pengelol a Barang;

menyerahkan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian/Icmbaga yang dipimpinnya dan tidak drmanfaatkan

oleh Pihak Lain kepada Pengelol a Barang;

mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Negara yang berada dalam pengluasaannya kepada Pengelola

Barung;

melakukan pembinaan, penSawasan, dan pengendalian atas

Peng:rn an Batang Milik Negara yang berada dalam

penSl./.asaannya;

nrelakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang

berada dalam penguasa nnya;

menyusun dan menyampaikan laporan barang penSSuna

semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada

dalam penguasaannya kepada Pengelola Barangl

mengangkat/ menunjuk pejabat unit akuntansi kuasa pengguna

barang;

mengangkat/ menunjuk pejabat yang menSurus dan menyimpan

Barang Milik Negara;

melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undanganl dan

melaksanakan tugas lain sesuai penugasan Menteri selaku Pengguna

Barang.

k.

KETIGA Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaaf

Pembangunan Nasional Nomor KEP.123IM.PPN/HK/06 / 2019 tentang

Pen1an9katan Pejabat Kuasa PengSuna Barang di Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT: ...



-5-

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 20 1 9

MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z=--
RR. Rita Erawati


